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Abstrak
Kedudukan negara sebagai kreditor preferen diwujudkan dalam hak mendahulu untuk tagihan pajak dari penanggung pajak berdasarkan Pasal 21 UU KUP. Perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit atau dalam likuidasi dikatakan sebagai penanggung pajak yang harus menyelesaikan pembayaran utang pajak terlebih dahulu daripada tagihan-tagihan lainnya. Pemegang polis, tertanggung atau peserta disisi lain, memiiki hak yang diutamakan atas pembagian boedel pailit perusahaan asuransi. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 52 UU Perasuransian yang menempatkan pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai kreditor preferen. Problematika yuridis yang timbul yaitu boedel pailit akan dibayarkan terlebih dahulu pembayarannya kepada pihak yang mana, hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak atau hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai nasabah perusahaan asuransi. Tujuan peneitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami kedudukan hak mendahulu negara atas utang pajak perusahaan asuransi yang pailit terhadap hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan akibat hukum pailitnya perusahaan asuransi terhadap utang pajak sebagai hak mendahulu negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : pertama, kedudukan hak mendahulu negara atas utang pajak perusahaan asuransi yang pailit dikesampingkan dibandingkan hak pemegang polis, tertangggung, atau peserta; kedua, akibat hukum bagi negara terhadap utang pajak perusahaan asuransi yang pailit ialah dengan tidak didahulukannya pembayaran utang pajak.

Kata kunci : hak mendahulu negara, pajak, perusahaan asuransi, pailit, pemegang polis.
Abstract

The state position as apreffered creditors is manifested in the pre-emptive right to claim taxes  from taxpayers based on Article 21 of the KUP Law, Insurance companies that are declared bankrupt or in liquidation are said to be tax bearers who must settle tax debt payments first rather than other calims. The insured policeholder or participant, has priority rights over the distribution of the insurance company’s bankcruptcy bill. This provision is contained in Article 52 of the Insurance Law which places insured policyholders, or participants as preffered creditors too. The problematic that arises the bakcruptcy bill will be paid in advance to which parties, the state’s pre-emptiverights to pay tax debts or the rights of insured policeholder or participantvas customers of insurance companies. The purpose of this research is to study and understand the position of the state’s pre-emptive rights to the debt of the insolvent insurance company against the right of the insurance insured policeholder or participant and the legal consequences of the insurer’s bankcruptcy to tax debt as the state ‘s preceding rights. This research is a normative legal research by using the statute approach, conceptual approach, and case approach. Based on the results this study, it is concluded that, first the position of the state’s pre-emptive rights to the insolvent ibsurances company tax debt is overriddden compared to the rights of the insured policy holder or participant, second the legal consequence for the state against the insolvent insurance company’s tax debt is that not prioritized.
Keywords : state pre-emptive rights, tax, insurance company, bankrupt, insured policeholder or participant.

PENDAHULUAN 
Manusia dalam menjalani kehidupan seringkali menemui sesuatu peristiwa tidak tentu atau biasa disebut evenement. Peristiwa tidak tentu atau evenement bisa jadi merupakan hal menguntungkan atau merugikan. Peristiwa yang menguntungkan akan selalu diharapkan tetapi apabila terjadi sebaliknya yaitu peristiwa merugikan maka akan menimbulkan suatu bentuk kerugian. Kerugian dapat menimpa entah kepada diri sendiri, keluarga atau harta benda yang dimiliki. Kemungkinan terjadinya kerugian karena suatu hal tidak tentu inilah yang disebut dengan risiko.
Risiko juga dapat dimaknai sebagai akibat yang kurang menyenangkan baik karena sifatnya yang merugikan maupun membahayakan yang timbul tidak hanya dari suatu perbuatan atau tindakan, namun juga disebabkan dari hal - hal di luar kekuasaan manusia(Sastrawidjaja 2012). Risiko dapat dialihkan melalui pengalihan risiko. Pengalihan risiko dapat dilakukan dengan membagi atau menyebarnya dengan pihak lain melalui suatu perjanjian pengalihan risiko atau biasa disebut perjanjian asuransi atau pertanggungan. Asuransi atau pertanggungan dalam terminologi hukum hakikatnya adalah suatu perjanjian.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) Pasal 246 memberikan definisi bahwa : “asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadannya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.” Oleh karenanya, perjanjian asuransi itu diakukan sebagai upaya untuk setidaknya mendapatkan keadaan semula atau dengan kata lain meminimalisir suatu ketidakpastian atau kerugian dari peristiwa atau kejadian yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan tersebut.

Asuransi merupakan suatu sejarah dari ihktiar manusia dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat yang disebut yang kemudian diberi janji akan adanya suatu manfaat yang berupa perlindungan diri dari ancaman risiko yang mucul dari ketidakpastiaan yang akan terjadi di kemudian hari (Ganie 2011). Penyelenggaraan usaha asuransi ini dilakukan oleh industri asuransi dalam hal ini Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi Syariah, merupakan salah satu bentuk Industri Keuangan Non Bank (selanjutnya disebut IKNB). 
Kebutuhan masyarakat dewasa ini diantaranya pengelolaan risiko serta pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha. Industri asuransi lah yang berperan dan terasa dibutuhkan kehadirannya karena sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat tersebut.  IKNB perasuransian ini pula menjanjikan perlindungan kepada pihak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sekaligus menyangkut dana masyarakat yang dihimpun. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) merilis data per 31 Desember 2015 yang dipublikasi pada tahun 2016 bahwa di Indonesia saat ini terdapat total 137 perusahaan asuransi dengan sebaran sebagai berikut :

Tabel 1

Daftar Perusahaan Asuransi di Indonesia

	Rincian 
	Asuransi

umum
	Asuransi

jiwa
	Reasuransi 
	Asuransi

wajib
	Asuransi

sosial

	Jumlah
	76
	50
	6
	3
	2


Sumber : Laman Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016
Berdasarkan tabel 1 tentang Daftar Perusahaan Asuransi di Indonesia, terdapat 76 perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum, 50 perusahaan asuransi jiwa, 6 perusahaan bergelut di bidang reasuransi, 3 perusahaan asuransi wajib dan 2 perusahaan bergiat pada asuransi sosial.

Sejalan dengan perkembangan kinerja industri keuangan perbankan, kinerja IKNB juga mencatatkan pertumbuhan positif dengan nilai total aset naik 6,18% menjadi Rp2.349,53 triliun. Sektor yang mengalami peningkatan aset terbesar adalah industri perasuransian, diikuti lembaga jasa keuangan khusus dan lembaga pembiayaan(Otoritas Jasa Keuangan 2018). Hal ini secara tidak langsung, mencerminkan tingkat penggunaan sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap kinerja industri asuransi yang pada pokoknya menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi. Data berikut memaparkan tren positif aset industri perasuransian (dalam triliun rupiah) :
Tabel 2

Aset Industri Keuangan Non Bank

	Tahun 
	2016
	2017
	2018

	Asuransi 
	1.002,83
	1.176,97
	1.251,59

	Dana Pensiun Konvensional
	236,29
	262,51
	269,51

	Lembaga Pembiayaan
	510,31
	556,99
	589,57

	Lembaga Jasa Keuangan Khusus
	185,55
	207,65
	228,50

	Industri Jasa Penunjang IKNB
	6,84
	8,11
	9,61

	Lembaga Keuangan Mikro
	0,26
	0,45
	0,75

	Total
	1.942,08
	2.212,68
	2.349,53


Sumber : Laporan Tahunan OJK Tahun 2018

Pengelolaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi Syariah yang baik, dapat mendorong pembangunan nasional yang mana harus diikuti dengan menciptakan iklim industri perasuransian yang sehat, kompetitif, dipercaya, dan dapat diandalkan.  Pengelolaan perusahaan asuransi meliputi beberapa aspek yaitu aspek-aspek kelembagaan, kesehatan keuangan dan penyelenggaraan usaha (Badan Pembinaan Hukum Nasional 2005). Ketiga aspek tersebut sebagai kesatuan sistem dalam penyelenggaran perusahaan asuransi, apabila dalam implementasi tidak sesuai dengan kaidah dan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik atau good coorporate gorvenance dapat membuat perusahaan asuransi bermasalah, hingga mendorong ke dalam suatu keadaan insolvent.

Insolvent adalah suatu keadaan dimana Perusahaan Asuransi tidak mampu membayar utangnya(Prihatmaka, Sunarmi, and Hendra 20114). Keadaan ini membuat perusahaan asuransi memiliki dua jalan yang dapat ditempuh yaitu first way out dan second way out. Fisrt way out yaitu jalan yang ditempuh perusahaan asuransi dengan masih melihat ada jalan pelunasan utang yang berasal dari kegiatan usahanya yang mampu dan cukup untuk berlangsung sehingga kebutuhan  perusahaan dapat terpenuhi termasuk dalam melunasi utang melalui aset-aset yang dimiliki. Perusahaan asuransi menempuh second way jika sudah benar-benar tidak dapat melaksanakan keberlangsungan usahanya atau sudah tidak ada peluang usaha lagi untuk dapat membayar utang sehingga jalan sebagai sumber pelunasan utang terkahir hanya dengan pengajuan kepailitan melalui putusan pengadilan. Second way out inilah yang akhirnya menyebabkan perusahaan asuransi dapat ditetapkan dalam pailit.

Perusahaan asuransi yang pailit atau dalam likuidasi menjadi salah satu peristiwa hukum dalam lingkup perekonomian nasional yang sebenarnya sungguh tidak diharapkan. Pengaturan mengenai kepailitan secara beleid diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU). Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor, yakni orang yang berpiutang untuk kepentingan kreditor – kreditornya, yakni orang yang berpiutang secara bersama-sama, yang mana pada waktu debitor dinyatakan pailit, ia memiliki piutang dan untuk jumlah piutang yang masing - masing kreditor punyai saat itu(Irawan 2007).

Pengadilan niaga yang berwenang, akan menyatakan perusahaan asuransi sebagai debitor pailit apabila terbukti memenuhi syarat dinyatakan pailit sebagaimana telah tercantum di Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU, yaitu : “debitor mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.” Berikut data yang dapat dihimpun atas perusahaan asuransi yang pailit dan berkekuatan hukum tetap.
Tabel 3
 Perusahaan Asuransi yang Telah Pailit

	No
	Nama perusahaan asuransi
	Nomor putusan

	1
	PT Wataka General Insurance
	48/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst
Mahkamah Agung :

29 K/N/2000

	2
	PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife
	17/Pailit/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst

	3
	PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 
	04/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

Mahkamah Agung :

408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

	4
	PT Asuransi Jiwa Nusantara
	34/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

	5
	PT Asuransi Syariah Mubarakah
	36/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

Mahkamah Agung :

1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016


Sumber : diolah penulis

Menurut tabel 3 tersebut dapat dilihat bahwa palitnya suatu perusahaan asuransi adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Ada lima perusahaan asuransi yang telah pailit yaitu PT. Wataka General Insurance pada tahun 2000, PT. Asuransi Jiwa Namura Tata Life di tahun 2001, pada tahun 2015 terdapat 2 perusahaan asuransi yang dipailitkan yaitu PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan PT. Asuransi Jiwa Nusantara, dan di tahun 2016 yang pailit ialah PT, Asuransi Syariah Mubarakah.

Permohonan pengajuan kepailitan terhadap perusahaan asuransi didasarkan pada Pasal 2 Ayat 5 UU KPKPU yang menyatakan bahwa dalam hal debitor nya adalah perusahaan asuransi, Menteri Keuangan lah yang dapat mengajukan kepailitan. Hal ini di karenakan tata kelola perusahaan asuransi yang dibawahi oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK). Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan KMK 606/KMK.01./2005 yang ditandatangani pada 30 Desember 2005 tentang Penggabungan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Penandatanganan ini membuat Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan DJLK melebur kemudian menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK). BapepamLK akhirnya mengalihkan kewenangan Menteri Keuangan sebagai pihak yang dapat mengajukan pailit perusahaan asuransi.
Pada tahun 2011 ditetapkan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK. Pembentukan OJK berdasarkan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK). UU OJK menetapkan fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem regulasi dan kontrol yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan termasuk IKNB. OJK disini menggantikan peran Bapepam LK termasuk dalam kewenangan mengajukan kepailitan perusahaan asuransi.

Saat ini pengajuan kepailitan terhadap perusahaan asuransi hanya bisa diajukan OJK. Dalam hal ini, kreditor juga bisa mengusulkan permohonan kepada OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi kepada pengadilan niaga. Permohonan pernyataan pailit oleh kreditor tidak dilakukan atas dasar masalah sehat tidaknya keuangan debitor, tetapi sebagai saran penyelesaian perdata yang tidak terselesaikan(Mahardika 2019). Kewenangan OJK ini lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.28/POJK.O5/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah (selanjutnya disebut POJK Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi).

Pailitnya perusahaan asuransi akan secara langsung berdampak terhadap kedudukan para pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi, khususnya mengenai perlindungan hukum terutama berkaitan dengan hak atas harta mereka yang telah dihimpun oleh perusahaan asuransi. Setelah adanya putusan pailit, kurator akan melakukan rapat pencocokan piutang atau verifikasi dimana akan menentukan pertimbangan dalam urut - urutan hak daripada masing - masing kreditor. Pasal 52 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian) menyatakan bahwa: “Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.”

Beberapa jenis kreditur perlu dikenal dalam kepailitan. Meskipun tidak secara ekspilisit dinyatakan secara jelas dalam UU KPKPU, kedudukan para kreditor ditentukan berdasarkan jenis dan sifat piutang masing-masing. Kreditor ini terbagi menjadi dua golongan kreditur, yaitu kreditor preferen (prefential creditor) terdiri atas kreditur pemegang hak jaminan (secured creditor) dan kreditur dengan hak istimewa (privilage right) serta kreditor konkuren (unsecured creditor) (Sjahdeni 2016).

Berdasarkan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) kreditor preferen ialah kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi hak istimewa, sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya.  Kreditor separatis dalam Pasal 1133 KUHPer adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti hipotek dan gadai yang kedudukannya lebih tinggi dari hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya. Pasal 1132 KUHPer mengenai kreditor konkuren yaitu kreditor yang mempunyai kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutangnya kepada kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan preferen. Pasal 52 UU Perasuransian dapat diartikan bahwa dalam meletakkan kedudukan pemegang polis, tertanggung, atau peserta selaku kreditur preferen yang mendapat pembayaran didahulukan atas boedel pailit perusahaan asuransi.

Bertalian dengan hal perusahaan asuransi yang pailit, sebagai debitor pailit perusahaan asuransi memiliki kewajiban membayar utang yang didasarkan pada baik perjanjian maupun undang-undang. Kewajiban pembayaran utang yang lahir dari undang-undang salah satunya mengenai utang pajak. Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) menyatakan : “Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.”

Bahwasanya, negara dalam hal ini berkedudukan selaku kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Hal ini diterangkan sekali lagi karena utang pajak lahir dari undang-undang. Entitas negara dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak yang diwakili Kantor Pajak Pratama. Lebih lanjut, dalam Pasal 21 Ayat (3a) UU KUP menyatakan: “Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.”

Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, dapat dijadikan suatu contoh kasus dalam pembayaran utang pajak atas kepailitan suatu perusahaan asuransi. Perkara perdata khusus mengenai permohonan tentang Keberatan terhadap Daftar Pertama sekaligus Daftar Pembagian Penutup PT. Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit) yang diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Dua, menyatakan bahwa pemberesan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar semua utang debitur, sehingga pembagian dilakukan sesuai asas keadilan dan keseimbangan, termasuk terhadap utang pajak. Sehingga, disini tidak diterapkannya hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak terhadap suatu badan yang pailit.

Kedudukan hukum dari pemegang polis, tertanggung atau peserta ialah sebagai kreditor preferen pada perisitiwa pailitnya perusahaan asuransi. Kedudukan prefren yang dimiliki pemegang polis, tertanggung atau peserta dikarenakan sifat dari piutangnya  diistimewakan oleh Pasal 52 UU Perasuransian, sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya. Disisi lain, negara juga ditempatkan sebagai kreditor preferen. Kedudukan negara sebagai kreditor preferen diwujudkan dalam hak mendahulu untuk tagihan pajak dari penanggung pajak. Jika perusahaan asuransi dinyatakan dalam pailit atau likuidasi, maka perusahaan asuransi dikatakan sebagai penanggung pajak yang harus menyelesaikan pembayaran utang pajak terlebih dahulu daripada tagihan-tagihan lainnya.

Permasalahan terkait utang pajak perusahaan asuransi yang pailit telah dianalisis dalam sejumlah karya tulis. Karya tulis itu diantaranya adalah tulisan dari kepunyaan Muhammad Zaky yang berjudul Analisis Eksekusi Putusan Sengketa Kepailitan Asuransi Syariah Mubarakah Oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Karya tulis Muhammad Zaki berfokus pada objek eksekusi kepailitan Asuransi Syariah Mubarakah yang sebenarnya merupakan tindak lanjut dari pencabutan izin usaha. Tulisan Richmond Cosmas tentang Utang Pajak Dalam Sengketa Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 45 Pk/Pdt.Sus/Pailit/2016). Tulisan Richmond Cosmas lebih menitikberatkan analisa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Renvoi Prosedur Pengadilan Niaga Medan Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn. terkait hilangnya hak mendahulu (preferen) negara atas utang pajak suatu badan yang pailit sehingga berstatus sebagai kreditor konkuren. Terakhir penelitian dari Tri Minarti yang mengangkat judul Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pailit Pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Oleh OJK. Penelitian Tri Minarti mengulas mengenai pertimbangan hukum OJK dalam mengajukan permohonan pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang telah sesuai dengan tuugas dan wewenang OJK dalam melindungi kepentingan pemegang polis sebagai kreditur.
Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang ada sebelumnya ialah penelitian ini mengkaji secara komprehensif sistematis bagaimana pengaturan kedudukan utang pajak perusahaan asuransi yang pailit, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kontribusi yang akan dihasilkan oleh penelitian ini diharapkan akan menjadi solving atas masalah tumpang tindih kedudukan utang pajak dengan kedudukan nasabah asuransi dalam hal ini pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas pembayaran lebih dahulu dari boedel pailit perusahaan asuransi. Penelitian ini diharapkan berguna secara akademis maupun praktis. Kegunaaan secara akademis dalam bentuk sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum kepailitan, hukum pajak, dan hukum asuransi sedangkan secara praktis diharapkan menjadi masukan bagi seluruh stakeholder yang terkait.
Peristiwa kepailitan yang menimpa pada suatu perusahaan asuransi maka berpotensi menimbulkan adanya suatu konflik norma. Konflik norma dapat berimplikasi pada suatu ketidakpastian hukum sehingga harus diselesaikan dengan asas penyelesaian konflik. Boedel pailit akan dibayarkan terlebih dahulu pembayarannya kepada pihak yang mana, hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak atau hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai nasabah perusahaan asuransi. Berdasarkan uraian yang telah dipaparan maka, penulis tertarik untuk menarik rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana kedudukan hak mendahulu negara atas utang pajak perusahaan asuransi yang pailit terhadap hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan apa akibat hukum bagi negara terhadap utang pajak perusahaan asuransi yang pailit sebagai hak mendahulu negara?
METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dogmatik yang berdasarkan norma dari peraturan perundang-undangan. Teknik pendekatan yang digunakan adalah teknik  pendekatan perundang-undangan (statute approach, pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Data penelitian adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, antara lain KUHPer, KUHD, UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, UU Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU Otoritas Jasa Keuangan, UU Persasuransian, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan POJK No.28 / POJK.05 Tahun 2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi serta bahan hukum sekunder berasal dari pendapat ahli hukum, dan bahan non hukum. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini ialah metode preskripsi yang mana memberikan penilaian mengenai benar salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian(Mukti Fajar 2009).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Hak Mendahulu Negara Atas Utang Pajak Perusahaan Asuransi Yang Pailit Terhadap Hak Pemegang Polis, Tertanggung, Atau Peserta
Utang pajak dalam wujud hak mendahulu negara digolongkan sebagai kreditur preferen yang memiliki hak istimewa. Ketentuan tersebut merujuk pada konsep perkembangan piutang preferen yang diatur selain dalam KUHPer. Hal ini, secara utuh termaktub dalam Pasal 21 UU KUP. Pasal 21 UU KUP tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut. 

Pasal 1137 KUHPer turut berbunyi : “Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu.” Ketentuan hak mendahulu negara atas utang pajak tersebut diperkuat oleh Pasal 19 Ayat (6) UU PPSP yang mengemukakan : “Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap: biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak; biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu b maknarang dimaksud; biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.”
Pasal 21 Ayat (1) UU KUP jo. Pasal 19 Ayat (6) UU PPSP pada pokoknya memuat bahwa negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Selanjutnya dalam Pasal 21 Ayat (3a) UU KUP diperlugas bahwa dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut.

Pailitnya perusahaan asuransi disisi lain juga berdampak langsung terhadap kedudukan para pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi, khususnya mengenai perlindungan hukum terutama berkaitan dengan hak atas harta mereka yang telah dihimpun oleh perusahaan asuransi. Pasal 52 UU Perasuransian turut meletakkan kedudukan pemegang polis, tertanggung, atau peserta selaku kreditur preferen. Pemegang polis, tertanggung, atau peserta berhak mendapat pembayaran didahulukan atas boedel pailit perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang pailit juga menyandang status sebagai penanggung pajak yang harus menyelesaikan pembayaran utang pajak kepada negara terlebih dahulu.

Kedudukan hukum pemegang polis, tertanggung atau peserta ialah sebagai kreditor preferen pada perisitiwa pailitnya perusahaan asuransi. Pihak pemegang polis, tertanggung atau peserta adalah pihak yang berpiutang serta sifat dari piutangnya di istimewakan oleh Pasal 52 UU Perasuransian. Pemegang polis, tertanggung, atau peserta mulanya mengikatkan diri mereka dalam suatu perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi itu diwujudkan dalam bentuk polis asuransi yang sesuai dengan ketentuan Pasal 255 KUHD.

Negara ditempatkan sebagai kreditor preferen di saat yang bersamaan. Kedudukan preferen sebagai kreditor diwujudkan dalam hak mendahulu untuk tagihan pajak dari penanggung pajak. Jika perusahaan asuransi dinyatakan dalam pailit atau likuidasi, maka perusahaan asuransi dikatakan sebagai penanggung pajak yang harus menyelesaikan pembayaran utang pajak terlebih dahulu daripada tagihan-tagihan lainnya.

Bertalian dengan hal perusahaan asuransi yang pailit, sebagai debitor pailit perusahaan asuransi memiliki kewajiban membayar utang yang didasarkan pada baik perjanjian maupun undang-undang. Konsep utang dalam kepailitan perlu dijelaskan sebagai unsur penting karena merupakan salah satu syarat pernyataan pailit yang harus dibuktikan secara sederhana. Pasal 1 Angka 6 UU KPKPU menyatakan : “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.
Utang adalah suatu kewajiban. Utang  merupakan suatu prestasi di dalam lapangan hukum harta kekayaan yang berupa kewajiban debitor untuk melunasinya kepada kreditor. Utang tersebut dapat berupa utang untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu serta berada di lapangan hukum perikatan(Sjahdeni 1999). Timbulnya utang pajak menurut ajaran formil timbul karena berlakunya undang-undang(Mardiasmo 2018). Seseorang atau badan dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. UU KPKPU mendefinisi pajak sebagai jenis utang yang lahir dari undang-undang.
Utang pajak meliputi pajak yang masih harus dibayar atau pokok pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dimana ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1 Angka 7 UU KUP. Dapat disimpulkan bahwa utang pajak merupakan suatu perikatan yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah karena adanya undang-undang. Hukum pajak berkaitan erat dengan hukum perdata, sehingga ketentuan utang dalam hukum perdata berlaku juga dalam hukum pajak(Marihot Siahaan 2004).
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimana pengertian pajak tersebut temaktub dalam Pasal 1 Angka 1 UU KUP. Pajak dikenakan kepada setiap wajib pajak yang memenuhi syarat perpajakan. Wajib pajak menurut Pasal 1 Angka 2 UU KUP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pendapatan pajak yang terkumpul digunakan untuk keperluan negara bagi sepenuhnya kemakmuran rakyat. Pajak keberadaannya didukung oleh asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak ini di dalamnya berisi teori pembenaran pemungutan pajak. Salah satu teori yang dijadikan sandaran pemungutan pembayaran utang pajak terhadap perusahaan asuransi yang pailit ialah teori kewajiban pajak mutlak.

Teori kewajiban pajak mutlak sering disebut juga sebagai teori bakti. Teori pajak mutlak menegaskan negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak (Tjakra 2017). Teori ini mengajarkan rakyat merupakan bagian dari suatu negara yang oleh karenanya rakyat terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam artian berbakti pada negara. Negara mempunyai kekuasaan untuk memungut pajak secara mutlak, karena negara telah memberikan kehidupan kepada rakyat. Bakti dalam bentuk pembayaran pajak sudah dianggap sebagai balas jasa terhadap negara  yang telah memfasilitasi entitas perusahaan asuransi melalui regulasi yang ada. Negara dibenarkan memungut pajak perusahaan asuransi yang pailit sebagai imbalan yang memang seharusnya diberikan kepada negara. Perusahaan asuransi yang pailit sekalipun tetap melakukan kewajiban pembayaran pajak sebagai bentuk menunjukkan baktinya kepada negara.

UU perasuransian meregulasi usaha asuransi merupakan usaha yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung dan sekaligus menyangkut dana masyarakat yang pada dasarnya menganut asas spesialisasi usaha dalam jenis-jenis usaha di bidang perasuransian. Dalam rangka perlindungan atas hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, UU Perasuransian menetapkan ketentuan yang menjadi pedoman tentang penyelenggaraan usaha asuransi. Penyelenggaraan usaha perasuransian  mengupayakan agar praktik usaha yang dapat menimbulkan konflik kepentingan sejauh mungkin dapat dihindarkan, serta mengupayakan agar jasa yang ditawarkan dapat terselenggara atas dasar pertimbangan obyektif yang tidak merugikan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk dalam ketika perusahaan asuransi itu dalam pailit

Perikatan muncul dari adanya perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi tersebut dilakukan oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta dilakukan guna untuk mendapatkan perlindungan atas pelimpahan pengelolaan risiko. Kedudukan hukum pemegang polis, tertanggung, atau peserta menjadi kreditor jika perusahaan asuransi tidak dapat membayarkan hak dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai kreditor memiliki piutang atau hak yang belum dibayarkan oleh perusahaan asuransi, sehingga dalam hal ini perusahaan asuransi sekalipun dalam keadaan pailit wajib memenuhi kewajibannya kepada pihak pemegang polis, tertanggung, atau peserta agar dapat menerima manfaat dari asuransi. 

Pasal 5 UU OJK menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Secara lebih spesifik, Pasal 6 UU OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan termasuk di sektor perasuransian.  Hal ini dipertegas pada Pasal 50 Ayat (1) UU Perasuransian yang menyatakan: “Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan”. 

Pajak memang memenuhi kriteria utang sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU, yaitu telah jatuh tempo, dapat ditagih, dan kurang atau belum dibayarkan. Hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang tidak dibayarkan dapat dinyatakan pula sebagai utang. Utang yang timbul dari hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta lahir dari adanya perjanjian asuransi. Kepailitan tidak hanya berakibat pada satu kreditor yang piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payable) akan tetapi berlaku juga pada kreditor yang piutangnya belum jatuh tempo(Ginting 2018).
Substansi yang diatur UU KPKPU hanya mengatur secara umum terkait pailitnya suatu orang atau badan, sedangkan kepailitan perusahaan asuransi secara khusus dalam UU Perasuransian. Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi pada UU KPPKPU diajukan oleh Menteri Keuangan, namun sesuai dengan UU OJK yang ditegaskan kemudian di UU Perasuransian memberikan kewenangan tersebut ke OJK. Pengaturan kepailitan perusahaan asuransi di UU Perasuransian berada pada Bab X Tentang Pembubaran. Pasal 52 UU Perasuransian menyebutkan jika perusahaan asuransi dinyatakan pailit atau dalam likuidasi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta memiliki hak atas boedel pailit yang diutamakan. 

Lebih lanjut hal tersebut di break down dalam POJK Likuidasi dan Kepailitan Asuransi. Pasal 24 Ayat (1) POJK Likuidasi dan Kepailitan Asuransi menegaskan kembali yaitu : “Hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaan Perusahaan dalam Likuidasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.“ Pasal 52 Ayat (1) POJK Likuidasi dan Kepailitan Asuransi menyatakan bahwa berdasarkan penilaian kreditor jika  perusahaan asuransi memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai undang undang mengenai kepailitan, maka dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan yang bersangkutan kepada pengadilan niaga. Pasal 52 Ayat (2) POJK Likuidasi dan Kepailitan Asuransi mengatakan bahwa perusahaan asuransi tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi dirinya sendiri.
Ketentuan kepailitan secara umum memang terdapat pada UU KPKPU. Ketentuan kepailitan tersebut mengatur bahwa syarat suatu orang atau badan dapat dipailitkan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. POJK Likuidasi dan Kepailitan Asuransi yang secara khusus mengatur kepailitan perusahaan asuransi menyatakan perusahaan asuransi tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi dirinya sendiri dan hanya diajukan oleh OJK.
Mekanisme kepailitan pada perusahaan asuransi sangat berbeda dengan kepailitan perusahaan pada umumnya hal tersebut merupakan dasar sebagai upaya perlindungan undang-undang untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Kedudukan pemegang polis, tertanggung, atau peserta berbasis pada kontrak yang telah disepakati para pihak dalam sebuah polis asuransi yang berisi hak dan kewajiban. Perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan di samping itu harus menyadari bahwa penyelesaian kepailitan harus selesai dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk perlindungan dan pertanggungjawaban moral kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta.

POJK Likuidasi dan Kepailitan Asuransi mengatur bahwa bila upaya kepailitan terhadap perusahaan asuransi perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi. Perusahaan asuransi telah mengemban kepercayaan masyarakat terutama para pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang jumlahnya relatif banyak. Kepercayaan para pemegang polis, tertanggung, atau peserta sangat perlu dijaga agar tidak sampai menurun apalagi hilang. Unsur adanya perjanjian yang termanifestasi dalam bentuk polis asuransi merupakan alat bukti tertulis yang digunakan sebagai perlindungan hukum bagi pihak tertanggung dalam hal ini pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Polis asuransi sebagai bukti terjadinya perjanjian asuransi yang mengikat pihak penanggung dan tertanggung(Liana 2019)
Terjadi konflik norma horizontal manakala pertentangan antara norma yang kedudukannya sederajat. Hal ini juga disebut disinkronisasi peraturan perundang-undangan(Suhartono 2020). Konflik norma antara UU KUP dan UU KPKPU dengan UU Perasuransian dalam hal kedudukan pembayaran boedel antara utang pajak dengan kedudukan pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi pailit maka dapat dilakukan upaya sinkronisasi perundang-undangan. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan selain memperhatikan susunan hierarki peraturan perundang-undangan (sinkronisasi terhadap sistematika hukum) juga memperhatikan tentang asas dan norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan(Wandasari 2013). Hal ini diwujudkan sebagai bentuk konflik antar norma hukum atau disebut juga antinomi hukum, yang mana untuk menyelesaikannya berlakulah asas-asas penyelesaian konflik. 

Penyelesaian konflik norma yang terjadi dapat dipecahkan menggunakan asas preferensi. Asas hukum itu mengandung nilai- nilai dan tuntutan-tuntutan etis(Rahardjo 2006), sehingga hukum itu tidak sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan(Agustina 2015). Asas preferensi atau asas penyelesaian konflik dapat digunakan ketika dalam melakukan identifikasi suatu aturan hukum mengalami suatu kondisi yaitu konflik antar norma(Purwadi 2013).

Menurut Ahmad Ali apabila terjadi disinkronisasi secara horisontal dapat menggunakan asas lex posteriori derogate legi priori dan lex specialis derogate legi generalis(Ali 2009). Asas lex spesialis derogat legi generali yaitu asas yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih khusus mengesampingkan undang undang yang lebih umum. UU KPKPU bersama UU KUP dengan UU Perasuransian apabila dibandingkan terkait pembayaran kreditor preferen yang didahulukan atas boedel pailitnya perusahaan asuransi, maka UU Perasuransian adalah aturan hukum yang lebih khusus (special law) sedangkan, UU KPKPU dan UU KUP merupakan aturan hukum yang umum (general law).   UU Perasuransian mengatur hal-hal terkait kepailitan perusahaan asuransi, sementara itu UU KPKPU dan UU KUP mengatur mengenai ketentuan kepailitan secara umum termasuk perpajakan dan pembayaran pelunasan utang pajaknya.

Asas lex posteriori derogate legi priori memiliki arti ketika terdapat dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mengatur hal atau obyek yang sama, dan dalam pengaturannya tersebut terdapat pertentangan pengaturan, maka peraturan perundang-undangan yang baru mengalahkan peraturan perundang-undangan lama. Asas lex posteriori derogate legi priori ini menguatkan kedudukan hukum hak pemegang polis, tertanggung atau peserta atas pembayaran boedel pailit perusahaan asuransi yang diutamakan dari pembayaran utang pajak. UU Perasuransian diundangkan pada tahun 2014, sedangkan UU KPKPU pada tahun 2004 dan UU KUP terakhir diubah pada tahun 2009. Kedudukan hak mendahulu negara atas utang pajak perusahaan asuransi yang pailit hendaknya dapat dikesampingkan daripada hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dengan kata lain hak pemegang polis, tertangggung, atau peserta yang didahulukan atas boedel pailit perusahaan asuransi.

Problematika yuridis terkait kedudukan hak mendahulu negara atas utang pajak perusahaan asuransi yang pailit ini juga dapat diselesaikan melalui asas hukum khusus. Bruggink menyatakan bahwa asas atau prinsip hukum adalah nilai-nilai yang melandasi norma hukum(Firmansyah and Sekar 2014). Norma kepailitan perusahaan asuransi didasarkan pada asas hukum khusus yang dieksplikasi dengan prinsip dalam asuransi. Prinsip pari passu pro rata parte yaitu semua kreditor, mempunyai hak yang sama atas aset dari debitur, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk lebih diutamakan atau didahulukan(Kamahayani 2020). Pari passu pro rata parte mengakomodir keberadaan hak pemegang polis, tertanggung atau peserta yang mempunyai hak yang diutamakan atas boedel pailit perusahaan asuransi.

Asas integrasi juga dikenal dalam tujuan pembuatan UU KPKPU. Asas integrasi mengandung pengertian sistem hukum formil dan materiilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata  dan hukum acara perdata nasional (Simalongo 2017). Asas integrasi memberikan makna bahwa kepailitan terintegrasi atau terhubung dengan sub sistem hukum yang lain, termasuk pada hukum asuransi yang sama-sama menginduk pada sistem hukum perdata.
Prinsip insurable interest menjadi prinsip yang memberi hak kepada seseorang berdasarkan hukum untuk mengansuransikan suatu risiko yang tertuang dalam kontrak asuransi (Sastrawidjaja and Endang 2013). Prinsip insurable interest  dengan nama lain prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, menekankan unsur kepentingan yang disyaratkan harus ada dalam perjanjian asuransi. Unsur kepentingan yang terdapat pada perjanjian asuransi sejatinya merupakan suatu keterkaitan antara pihak tertanggung dengan objek ataupun peristiwa yang diasuransikan sehingga ketika perusahaan asuransi dalam pailit sudah seyogianya kedudukan pemegang polis tertanggung, atau peserta yang didahulukan.

Prinsip perlakuan khusus terhadap pihak yang lemah juga dapat dijadikan dasar bahwa sudah selayaknya dan sepatunya dalam perkara kepailitan perusahaan asuransi kedudukan hak mendahulu negara atas utang pajak dapat dikesampingkan. UU Perasuransian sebagai ketentuan hukum khusus yang berlaku untuk perusahaan asuransi, menempatkan kedudukan hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai kreditur preferen. Hak pembayaran pemegang polis, tertanggung, atau peserta diutamakan ketika perusahaan asuransi pailit. UU KPKPU dan KUP hanya berlaku secara umum menempatkan kedudukan pajak sebagai kreditur preferen, meskipun tidak secara tegas diatur harus dikesampingkan atau tunduk pada ketentuan UU Perasuransian yang berlaku secara khusus. Pihak pemegang polis, tertanggung, atau pesertalah yang diutamakan dalam menerima hak-haknya atas pembagian harta kekayaan perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit atau dalam likuidasi dibandingkan kedudukan hak mendahulu negara atas utang pajak. 
Akibat Hukum Bagi Negara Terhadap Utang Pajak Perusahaan Asuransi Yang Pailit Sebagai Hak Mendahulu Negara

Pada dasarnya pelaksanaan penagihan pajak pada perusahaan asuransi yang pailit tidak ada penerapan hukum yang berbeda.  Perusahaan asuransi sebagai wajib pajak jika taat aturan dalam hal melakukan proses pembayaran kewajiban pembayaran pajak maka tidak akan menimbulkan masalah. Dasar hukum dalam melakukan penagihan utang pajak menerapkan aturan hukum yang ada pada UU KUP dan UU PPSP.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita(TMBooks 2018). Penagihan pajak itu mekanisme agar penanggung pajak melunasi utang pajak. Cara penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, Lelang(Sumarsan 2017).

Selama ini ketentuan pajak yang dikenal dalam dunia asuransi adalah pajak terhadap premi asuransi. Premi asuransi harus dibayar oleh tertanggung dan berapa nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak penanggung jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian(Wulansari 2017). Premi definisi singkatnya yaitu sejumlah uang yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung. Premi asuransi termasuk sebagai objek pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh). Hal ini termaktub dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf n UU PPh bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk premi asuransi dan premi reasuransi.

Pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Contohnya ialah premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan objek PPh. Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah objek PPh. Premi asuransi sebagai objek PPh disini ialah pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, dan bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan, sehingga dikenakan sebagai objek PPh.

Jenis pajak yang turut dikenakan terhadap perusahaan asuransi ialah pajak badan. Pajak badan disebut sebagai PPh badan. Dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b UU PPh menjelaskan bahwa badan merupakan subjek PPh. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia pun dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi di Indonesia atau menanggung risiko di Indonesia. Melalui pegawai, perwakilan atau agennya yang ada di Indonesia perusahaan asuransi tersebut menanggung risiko di Indonesia. Hal ini tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia, namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak pemegang polis, tertanggung, atau peserta bertempat tinggal, berada atau berkedudukan di Indonesia sehingga dianggap juga sebagai subjek PPh. Dalam UU Perasuransian Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian adalah perseroan terbatas, koperasi, atau usaha bersama. Perusahaan Asuransi yang memenuhi syarat subjektif perpajakan sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak pada UU PPh dapat dikatakan sebagai wajib pajak badan  dan wajib membayar PPh badan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPnBm) Pasal 4A Ayat (3) menggolongkan jasa asuransi sebagai kategori Jasa Tidak Kena Pajak. Jasa asuransi yang dimaksud disini meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh Perusuhaaan Asuransi kepada Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta. Ketentuan ini tidak berlaku dalam jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai, dan konsultan asuransi. Berdasarakan pemaparan tersebut maka Perusahaan Asuransi ketika pailit menanggung piutang pajak PPh badan dan pajak yang dikenakan pada premi asuransi.

Suatu perusahaan asuransi yang pailit dalam penagihan utang pajaknya turut serta mempertimbangkan UU KPKPU dan UU Perasuransian untuk proses pembagian boedel pailitnya kepada para kreditor. Direktorat Jenderal pajak yang diwakili oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) tidak serta merta memperlakukan serangakaian penagihan utang pajak sesuai UU KUP dan UU PPSP. Ketentuan terkait utang pajak yang diwujudkan dalam hak mendahulu negara. Hak mendahulu negara atas utang pajak didudukkan sebagai kreditor preferen. Perbedaan penerapan hak mendahulu terjadi dalam kasus perusahaan asuransi yang pailit. Kedudukan utang pajak dapat dikesampingkan terhadap hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta berdasarkan asas lex posteriori derogate lex priori  dan  asas lex specialis derogate lex generali..

Pendekatan kasus penagihan pajak perusahaan pailit dapat dirujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015. Putusan MA tersebut dapat dijadikan suatu contoh kasus dalam pembayaran utang pajak atas kepailitan suatu perusahaan asuransi. Perkara perdata khusus itu mengenai permohonan tentang keberatan terhadap daftar pertama sekaligus daftar pembagian penutup PT. Yinchenindo Mining Industry (dalam pailit) yang diajukan oleh KPP Penanaman Modal Asing Dua. Pembagian yang dilakukan oleh kurator kepada KPP Modal Asing Dua hanya sebesar Rp2.913.199.683,00 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah)  dari total pelunasan utang pajak sebesar Rp90.717.108.949,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah). 

KPP Penanaman Modal Asing Dua dalam positanya menyatakan bahwa kurator yang telah membuat daftar pembagian tidak menempatkan piutang pajak KPP Penanaman Modal Asing Dua sebagai prioritas pembayaran. Sisa piutang pajak yang tidak tertagih sebesar Rp 87.778.909.266,00 (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) lewat proses kepailitan, maka membuat keuangan negara akan dirugikan karena penerimaan negara akan berkurang. Hal ini secara tegas dan jelas menurut KPP Penanaman Modal Asing Dua kurator yang melakukan pemberesan dan pembagian boedel pailit melakukan pelanggaran dan merupakan perbuatan yang telah melawan hukum karena berpotensi merugikan keuangan negara atau pendapatan negara sekaligus tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara.

Hakim Mahkamah Agung dalam ratio decidentinya mempertimbangkan KPP Penanaman Modal Asing Dua telah memperoleh hasil yang jauh lebih besar yaitu sebesar 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) dari hasil pemberesan harta pailit. Sisa hasil pemberesan harta pailit dibagikan kepada kreditur lain secara berkeadilan karena akan sangat tidak adil bagi kreditur lain terutama kreditur separatis dan kreditor konkuren apabila seluruh boedel pailit dialokasikan untuk pemenuhan utang pajak. Egosentris pemenuhan utang pajak atas boedel pailit tentu akan bertentangan dengan asas keadilan yang dianut dalam UU KPKPU. 

Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum disamping kepastian dan kemanfaatan(Usman 2016). Konsep keadilan dalam kepailitan perusahaan asuransi diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan itu sendiri bagi para pihak yang berkepentingan. Semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini semua kreditor merupakan pihak yang sama-sama memiliki urgensi atas boedel pailit perusahaan asuransi. 

Asas keseimbangan juga dianut UU KPKPU. Asas keseimbangan meregulasi bahwa satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. Asas keseimbangan ini dikonstruksikan dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban yang proporsional dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur.

Secara filosofis daya guna pajak berkaitan dengan kepentingan umum, bahkan kepentingan bangsa dan negara. Boedel pailit yang dipaksa hanya untuk melunasi utang pajak dengan melegitimasi hak mendahulu maka aspek keadilan dan keseimbangan bagi smua pihak tidak terpenuhi. Mementingkan utang pajak saja sama dengan halnya berbuat tidak adil dan membuat kreditur lain dirugikan. Gagasan mengenai keseimbangan bagi para pihak tidak akan terwujud. Asas keseimbangan tidak terimpementasi dengan baik bagi pihak yang wajib melakukan pembayaran maupun pihak yang memiliki hak atas pembayaran dari boedel pailit perusahaan asuransi. 
Hasil pemberesan harta pailit PT. Yinchenindo Mining Industry (dalam pailit) tidak mencukupi untuk membayar semua utang debitur. Mahkamah Agung menyatakan dalam putusannya menolak permohonan peninjauan kembali KPP Penanaman Modal Asing Dua. Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan bahwa tidak ada kekhilafan hakim dalam putusan judex facti dan judex juris. Pandangan hakim Mahkamah Agung melihat putusan sudah dipandang adil dan seimbang. Putusan Mahkamah Agung dengan tidak menerapkan hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak terhadap suatu badan yang pailit.

Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenaker) menyatakan bahwa: “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.” Pemberlakuan Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenaker khususnya frasa ‘didahulukan pembayarannya’ tidak memiliki penafsiran yang tegas. Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenaker dapat ditafsirkan turut menempatkan upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya dengan kata lain juga sebagai kreditor preferen ketika perusahaan pailit. Hal ini secara nyata-nyata berpeluang bertentangan dengan Pasal 21 UU KUP terkait utang pajak yang memiliki hak mendahulu dimana berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Pemohon yang mengajukan uji materi mendalilkan dalam positanya bahwa dibandingkan dengan piutang negara seperti pajak, tentunya posisi pekerja/buruh sangat rentan dan lemah jika terjadi pailitnya suatu perusahaan. Lebih penting untuk mendahulukan hak upah dan hak lainnya dari pekerja karena pekerja/buruh menggantungkan kehidupannya dan keluarganya kepada perusahaan tempat dia bekerja dan hampir semua pekerja yang dikenakan pemutusan hubungan kerja tidak dapat lagi bekerja di perusahaan lain yang di sebabkan oleh beberapa hal seperti masalah umur dan lapangan kerja yang terbatas, yang artinya hak-hak pekerja/buruh seperti pesangon merupakan modal utama untuk melanjutkan hidup untuk kehidupan pekerja/buruh dan keluarganya 
Pajak secara hukum akan tetap dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Pekerja/ buruh yang termasuk dalam elemen masyarakat memiliki hak atas upah yang seharusnya tidak dapat dikalahkan oleh pihak lain sekalipun perusahaan pailit. Pekerja/buruh tidak boleh kehilangan haknya atas upah selama proses kepailitan terjadi. Pemohon dalam petitumnya meminta agar majelis menyatakan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenaker bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945, dan dinyatakan inkonstitusional kecuali bila frasa ‘didahulukan pembayarannya’ ditafsirkan bahwa pelunasan upah dan hak-hak pekerja mendahului semua jenis kreditor baik kreditor separatis/istimewa, kreditor preferen, pemegang hak tanggungan, gadai dan hipotik dan kreditor bersaing (concurent) termasuk utang pajak.
Salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan sesungguhnya negara memiliki sumber pembiayaan lain, sedangkan bagi pekerja/buruh upah adalah satu-satunya sumber untuk mempertahankan hidup bagi diri dan keluarganya. Melalui putusan Nomor 67/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menegeluarkan amar putusan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Pasal 95 ayat (4) UU Ketenaker dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijadikan acuan bahwa kedudukan pajak sekalipun dapat dikesampingkan daripada hak upah buruh terhadap suatu badan yang pailit. Upah yang dimaksud ialah upah sebelum putusan pernyataan pailit dan sesudah adanya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan. Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam penelitian ini dijadikan suatu rujukan dan pendekatan kasus sebagai jawaban atas akibat hukum bagi negara terhadap kedudukan utang pajak perusahaan asuransi yang pailit sebagai hak mendahulu negara.


Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hokum (Ali 2015). Timbulnya akibat hukum karena suatu peristiwa hukum dapat berwujud lahirnya atau berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Keadaan perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit, maka perusahaan asuransi dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban sebagai penanggung pajak untuk membayar utang pajak dilain sisi dihadapkan dengan kewajiban untuk membayarkan hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Peristiwa hukum yang terjadi ialah pailitnya perusahaan asuransi maka akibat hukum yang dikenai oleh peristiwa tersebut adalah negara sebagai subjek hukum dengan obyek hukum berupa boedel pailit.

Sekali lagi dalam upaya melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, ataupun peserta yang dalam hal terjadinya pailit atau dilikuidasinya terhadap suatu perusahaan asuransi, UU Perasuransian sudah menjamin hak dari pemegang polis, tertanggung, maupun peserta. Pemegang polis, tertanggung, maupun peserta mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada hak pihak-pihak lainnya, sebagaimana diatur pada Pasal 52 UU Perasuransian. Selain dalam Pasal 52 UU Perasuransian upaya dalam menjamin perlindungan pemegang polis, tertanggung, atau peserta juga diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis‟.

Pasal 53 Ayat (1) UU Perasuransian pada penjelasannya menegaskan bahwa dibentuknya program penjaminan polis dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi pailit atau dalam likuidasi. Program penjaminan polis yang dilaksanakan melalui UU Perasuransian diamanatkan pada Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang Perasuransian yang menyatakan bahwa : “Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.‟ Ketentuan program penjaminan polis dalam UU Perasuransian menunjukkan tingkat proteksi maksimal bagi pihak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Mengelaborasi beberapa hal yang telah disebutkan diatas maka berdasarkan UU Perasuransian yang mengatur khusus kepailitan perusahaan Asuransi mengistimewakan piutang preferen berupa Hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta daripada piutang pajak. Putusan Mahkamah Agung aquo serta putusan Mahkamah Konstitusi aquo dapat diartikan secara berturut -turut pelunasan boedel pailit perusahaan asuransi terlebih dahulu dilakukan terhadap upah pekerja/buruh, kemudian hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, lalu kreditor pemegang hak jaminan atau separatis, dan barulah utang pajak. Utang pajak berada pada urutan ke-5 pada kasus pemailitan perusahaan asuransi.

Negara dapat kehilangan hak mendahulu atas utang pajak perusahaan asuransi yang pailit. Akibat hukum bagi negara terhadap utang pajak perusahaan asuransi yang pailit ialah dengan dikesampingkannya pembayaran utang pajak. Utang pajak tidak dapat dibayarkan terlebih dahulu karena ketika perusahaan asuransi pailit yang dibayarkan adalah hak – hak Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta terlebih  dahulu.  Hal ini merujuk seperti putusan Mahkamah Agung yang bahkan membagi rata utang pajak dengan hak kreditor lain dan putusan Mahkamah Konstitusi yang mendahulukan upah buruh dan hak lainnya daripada utang pajak. Dua putusan  lembaga kehakiman tersebut memberikan pencerahan terhadap akibat hukum bahwa negara dikesampingkan sebagai pihak yang dapat menerima pembayaran atas boedel pailit perusahaan asuransi yang pailit.  

PENUTUP

Kesimpulan
Kedudukan hak mendahulu negara atas utang pajak perusahaan asuransi yang pailit dikesampingkan dibandingkan hak pemegang polis, tertangggung, atau peserta. Hak pemegang polis, tertangggung, atau peserta yang memiliki kedudukan didahulukan atas boedel pailit perusahaan asuransi dibandingkan utang pajak sebagai hak mendahulu negara. 

Akibat hukum bagi negara terhadap utang pajak perusahaan asuransi yang pailit ialah dengan dikesampingkannya pembayaran utang pajak. Secara berturut-turut pelunasan boedel pailit perusahaan asuransi terlebih dahulu dilakukan terhadap upah pekerja/buruh, kemudian hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, lalu kreditor pemegang hak jaminan atau separatis, dan barulah utang pajak. Utang pajak tidak dapat dibayarkan terlebih dahulu karena ketika perusahaan asuransi pailit yang dibayarkan dahulu adalah hak – hak pemegang polis, tertanggung atau peserta.

Saran

Ditujukan kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan bersama OJK serta DPR supaya tidak setengah-setengah dalam pemberian perlindungan hukum atas kedudukan pemegang polis, tertanggung atau peserta selaku nasabah perusahaan asuransi. Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu mensinkronisasikan dan melakukan perubahan UU Perasuransian, UU KUP, dan UU KPKPU mengenai ketentuan pasal terkait hak yang diutamakan atas pembayaran boedel pailit perusahaan asuransi.

Ditujukan kepada pihak perusahaan asuransi agar dapat memahami terkait hak yang diutamakan atas pembayaran  boedel pailit ialah kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Perusahaan asuransi dapat mengedukasi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta melalui  forum group discussion.
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